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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu
tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah
termasuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam
menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran
kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara
simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan
RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar
tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah

serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal,

c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.



Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati

Nomor 34 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 264);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73)
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 Nomor 49);

o. Peratuan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan
gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan
kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka
pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah
sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang
akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023,

2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target
Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan
yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun

2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian
target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi
selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dapat dicapai dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2021-2026 disajikan pada tabel berikut:



Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

Tabel 2.1

Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Perkiraan Realisasi Kinerja pada

Target Real . Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Perubahan Renstra Tahun 2021-
~ - ineri Kinerja Realisasi 2026 s.d Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja ] Kinerja pada Target ! _
dan Program/ pada Perubahan Tinckat Kinerja . Perkqaan Tm.gkaF
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Perubahan Renstra Tahun Target Realisasi e Tahun Perkiraan Capaian Realisasi
g g glate Renstra . o Realisasi Realisasi Perubahan
Kegiatan Kegiatan Tahun 2021-2026 s.d Kinerja Kinerja Tahun 2023 2024 Kinerja s.d Renstra Tahun
2021-2026 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 %) Tahun 2024 2021-2026 s.d
Tahun 2024
(10) =
(1) @ @) “) (5 (6) (7 (8) = (7/6) ) (5+7+9) atau (11) = (10/4)
(10) = (9)%)
Urusan Pengawasan
4.01.04 PROGRAM Presentase PD 55.56 - 38.89 38.89 100.00% 44.44 44.44 Persen 79.99%
PENYELENGGARAAN Pelaksana Persen Persen Persen Persen
KEISTIMEWAAN urusan
YOGYAKARTA URUSAN | keistimewaan
KELEMBAGAAN DAN | yang berkualitas
KETATALAKSANAAN
4.01.04. Perencanaan dan | Persentase 100 - 74 Persen 74 Persen 100.00% 78 Persen 78 Persen 78.00%
5.06 Pengendalian rekomendasi Persen
Pelaksanaan Kegiatan | hasil
Keistimewaan pemeriksaan
urusan
keistimewaan
yang
ditindaklanjuti
4.01.04.5 | Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Laporan | 30 Laporan - 14 Laporan 14 Laporan 100.00% 18 Laporan 32 Laporan 60.00%
.06.0002 Pelaksanaan Dana | Hasil Monitoring
Keistimewaan dan Evaluasi
Pelaksanaan
Dana
Keistimewaan Se-
DIY
6.01.01 PROGRAM Capaian Nilai 83 Nilai 88.61 Nilai 83 Nilai 86.08 Nilai 103.71% 83 Nilai 83 Nilai 103.71%
PENUNJANG URUSAN | Akuntabilitas
PEMERINTAHAN Kinerja Instansi




DAERAH KABUPATEN/

Pemerintah

KOTA (AKIP)
6.01.01. Perencanaan, Capaian Kinerja | 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 100.00% 95 Persen 95 Persen 100.00%
2.01 Penganggaran, dan | Perencanaan
Evaluasi Kinerja | dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
6.01.01.2 | Penyusunan Dokumen | Jumlah 6 Dokumen - 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6 Dokumen | 12 Dokumen 100.00%
.01.0001 Perencanaan Perangkat | Dokumen
Daerah Perencanaan
Perangkat
Daerah
6.01.01.2 | Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan | 6 Dokumen - 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6 Dokumen | 12 Dokumen 100.00%
.01.0007 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah
6.01.01. Administrasi Keuangan | Capaian Kinerja 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100.00% 100 Persen 100 Persen 100.00%
2.02 Perangkat Daerah Pengelolaan Persen
Administrasi
Keuangan
Perangkat
daerah
6.01.01.2 | Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang 53 - 56 56 100.00% 56 112 105.66%
.02.0001 Tunjangan ASN yang Menerima | Orang/bul Orang/bulan | Orang/bulan Orang/bul | Orang/bulan
Gaji dan an an
Tunjangan ASN
6.01.01.2 | Penyediaan Administrasi | Jumlah 12 - 12 Dokumen 12 Dokumen 100.00% 12 24 Dokumen 100.00%
.02.0002 Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen Hasil Dokumen Dokumen
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
6.01.01.2 | Koordinasi dan | Jumlah Laporan | 22 Laporan - 22 Laporan 22 Laporan 100.00% 22 Laporan 44 Laporan 100.00%
.02.0007 Penyusunan Laporan | Keuangan
Keuangan Bulanan/ | Bulanan/
Triwulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran
SKPD
6.01.01. Administrasi Capaian Kinerja | 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 100.00% 95 Persen 95 Persen 100.00%




2.05 Kepegawaian Pengelolaan
Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
6.01.01.2 | Monitoring, Evaluasi, | Jumlah 2 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00% 2 Dokumen 4 Dokumen 100.00%
.05.0005 dan Penilaian Kinerja | Dokumen
Pegawai Monitoring,
Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja
Pegawai
6.01.01.2 | Pendidikan dan | Jumlah Pegawai 34 Orang - 30 Orang 30 Orang 100.00% 32 Orang 62 Orang 94.12%
.05.0009 Pelatihan Pegawai | Berdasarkan
Berdasarkan Tugas dan | Tugas dan
Fungsi Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
6.01.01.2 | Administrasi Umum | Capaian Kinerja | 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 100.00% 95 Persen 95 Persen 100.00%
.06 Perangkat Daerah Pengelolaan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
6.01.01.2 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket 11 Paket - 8 Paket 8 Paket 100.00% 9 Paket 17 Paket 81.82%
.06.0001 Instalasi Komponen
Listrik/Penerangan Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2 | Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket 23 Paket - 26 Paket 26 Paket 100.00% 21 Paket 47 Paket 91.30%
.06.0002 dan Perlengkapan | Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2 | Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket 27 Paket - 29 Paket 29 Paket 100.00% 25 Paket 54 Paket 92.59%
.06.0003 Rumah Tangga Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan
6.01.01.2 | Penyediaan Barang | Jumlah Paket 9 Paket - 10 Paket 10 Paket 100.00% 8 Paket 18 Paket 88.89%
.06.0005 Cetakan dan | Barang Cetakan
Penggandaan dan Penggandaan
yang Disediakan
6.01.01.2 | Penyediaan Bahan | Jumlah 6 Dokumen - 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6 Dokumen | 12 Dokumen 100.00%
.06.0006 Bacaan dan Peraturan | Dokumen Bahan

Perundang-undangan

Bacaan dan
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Peraturan

Perundang-
Undangan yang
Disediakan
6.01.01.2 | Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan | 24 Laporan - 25 Laporan 25 Laporan 100.00% 22 Laporan 47 Laporan 91.67%
.06.0008 Tamu Fasilitasi
Kunjungan Tamu
6.01.01.2 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 190 - 165 Laporan 165 Laporan 100.00% 170 335 Laporan 89.47%
.06.0009 Koordinasi dan | Penyelenggaraan Laporan Laporan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi
dan  Konsultasi
SKPD
6.01.01.2 | Penatausahaan Arsip | Jumlah 2500 - 2500 2500 100.00% 2500 5000 100.00%
.06.0010 Dinamis pada SKPD Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD
6.01.01.2 | Dukungan Pelaksanaan | Jumlah 12 - 12 Dokumen 12 Dokumen 100.00% 12 24 Dokumen 100.00%
.06.0011 Sistem Pemerintahan | Dokumen Dokumen Dokumen
Berbasis Elektronik | Dukungan
pada SKPD Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
6.01.01. Penyediaan Jasa | Capaian Kinerja | 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 100.00% 95 Persen 95 Persen 100.00%
2.08 Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
6.01.01.2 | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | 12 Laporan - 12 Laporan 12 Laporan 100.00% 12 Laporan 24 Laporan 100.00%
.08.0002 Komunikasi, Sumber | Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
6.01.01.2 | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 4 Laporan - 4 Laporan 4 Laporan 100.00% 4 Laporan 8 Laporan 100.00%
.08.0003 Peralatan dan | Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2 | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | 24 Laporan - 24 Laporan 24 Laporan 100.00% 24 Laporan 48 Laporan 100.00%
.08.0004 Pelayanan Umum | Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
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Kantor yang

Disediakan
6.01.01. Pemeliharaan Barang | Capaian Kinerja | 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 100.00% 95 Persen 95 Persen 100.00%
2.09 Milik Daerah | Pemeliharaan
Penunjang Urusan | Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
(%)
6.01.01.2 | Penyediaan Jasa | Jumlah 23 Unit - 23 Unit 23 Unit 100.00% 23 Unit 46 Unit 100.00%
.09.0002 Pemeliharaan, Biaya | Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan | Operasional atau
Perizinan Kendaraan | Lapangan yang
Dinas Operasional atau | Dipelihara dan
Lapangan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
6.01.01.2 | Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah Gedung 1 Unit - 1 Unit 1 Unit 100.00% 1 Unit 2 Unit 100.00%
.09.0009 asi Gedung Kantor dan | Kantor dan
Bangunan Lainnya Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direh
abilitasi
6.01.02 PROGRAM Persentase 16 Persen 12 Persen 13 Persen 13 Persen 100.00% 14 Persen 14 Persen 87.50%
PENYELENGGARAAN Peningkatan
PENGAWASAN Ketaatan
Perangkat
Daerah
Terhadap
Peraturan yang
Berlaku
6.01.02. Penyelenggaraan Persentase 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100.00% 100 Persen 100 Persen 100.00%
2.01 Pengawasan Internal Penyelenggaraan Persen
Pengawasan
Internal
6.01.02.2 | Pengawasan Kinerja | Jumlah Laporan | 16 Laporan - 16 Laporan 16 Laporan 100.00% 16 Laporan 32 Laporan 100.00%
.01.0001 Pemerintah Daerah Hasil
Pengawasan
Kinerja
Pemerintah
Daerah
6.01.02.2 | Pengawasan Keuangan | Jumlah Laporan | 89 Laporan - 89 Laporan 89 Laporan 100.00% 89 Laporan 178 Laporan 100.00%
.01.0002 Pemerintah Daerah Hasil

Pengawasan
Keuangan
Pemerintah
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Daerah

6.01.02.2 | Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan 204 - 204 Laporan 204 Laporan 100.00% 204 408 Laporan 100.00%
.01.0003 Hasil Reviu Laporan Laporan
Laporan Kinerja
6.01.02.2 | Reviu Laporan | Jumlah Laporan 100 - 100 Laporan 100 Laporan 100.00% 100 200 Laporan 100.00%
.01.0004 Keuangan Hasil Reviu Laporan Laporan
Laporan
Keuangan
6.01.02.2 | Pengawasan Desa Jumlah Laporan | 42 Laporan - 42 Laporan 42 Laporan 100.00% 42 Laporan 84 Laporan 100.00%
.01.0005 Hasil
Pengawasan
Desa
6.01.02.2 | Kerja Sama Pengawasan | Jumlah 1 - 1 1 100.00% 1 2 100.00%
.01.0006 Internal Kesepakatan Kesepakata Kesepakatan | Kesepakatan Kesepakata | Kesepakatan
Pengawasan n n
Internal yang
Terbentuk
6.01.02.2 | Monitoring dan Evaluasi | Jumlah 4 Dokumen - 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 8 Dokumen 100.00%
.01.0007 Tindak Lanjut Hasil | Dokumen Hasil
Pemeriksaan BPK RI | Monitoring dan
dan Tindak Lanjut Hasil | Evaluasi Tindak
Pemeriksaan APIP Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
APIP
6.01.02. Penyelenggaraan Persentase 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100.00% 100 Persen 100 Persen 100.00%
2.02 Pengawasan dengan | Pengaduan Persen
Tujuan Tertentu dan/atau
Permohonan
yang
Ditindaklanjuti
6.01.02.2 | Penanganan Jumlah Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 1 Laporan 2 Laporan 100.00%
.02.0001 Penyelesaian Kerugian | Penyelesaian
Negara/Daerah Kerugian
Negara/Daerah
yang Ditangani
6.01.02.2 | Pengawasan dengan | Jumlah Laporan | 10 Laporan - 25 Laporan 25 Laporan 100.00% 10 Laporan 35 Laporan 100.00%
.02.0002 Tujuan Tertentu Hasil
Pengawasan
Dengan Tujuan
Tertentu
6.01.03 PROGRAM Persentase 40 Persen 20 Persen 25 Persen 25 Persen 100.00% 30 Persen 30 Persen 75.00%
PERUMUSAN Perangkat
KEBIJAKAN, Daerah yang
PENDAMPINGAN DAN | Menerapkan
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ASISTENSI

Manajemen
Risiko

6.01.03.
2.01

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Persentase
jumlah
rekomendasi
audit internal
terkait regulasi
di bidang
pengawasan dan
fasilitasi
pengawasan

90 Persen

70 Persen

75 Persen

75 Persen

100.00%

80 Persen

80 Persen

88.89%

6.01.03.2
.01.0001

Perumusan
Teknis di
Pengawasan

Kebijakan
Bidang

Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan Teknis
di Bidang
Pengawasan yang
Disusun

6
Rekomend
asi

6
Rekomendasi

6
Rekomendasi

100.00%

6
Rekomend
asi

12
Rekomendasi

100.00%

6.01.03.2
.01.0002

Perumusan  Kebijakan
Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan Teknis
di Bidang
Fasilitasi
Pengawasan yang
Disusun

2
Rekomend
asi

2
Rekomendasi

2
Rekomendasi

100.00%

2
Rekomend
asi

4
Rekomendasi

100.00%

6.01.03.
2.02

Pendampingan dan
Asistensi

Persentase
laporan
pendampingan
dan asistensi

100
Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100.00%

100 Persen

100 Persen

100.00%

6.01.03.2
.02.0001

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah
Perangkat
Daerah
Dilakukan
Pendampingan
dan Asistensi
Urusan
Pemerintahan
Daerah

yang

14
Perangkat
Daerah

14 Perangkat
Daerah

14 Perangkat
Daerah

100.00%

14
Perangkat
Daerah

28 Perangkat
Daerah

100.00%

6.01.03.2
.02.0002

Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi
Birokrasi

Jumlah
Perangkat
Daerah
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi,
Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

yang

29
Perangkat
Daerah

29 Perangkat
Daerah

29 Perangkat
Daerah

100.00%

29
Perangkat
Daerah

58 Perangkat
Daerah

100.00%
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6.01.03.2 | Koordinasi, Monitoring | Jumlah Kegiatan 36 - 96 Kegiatan 96 Kegiatan 100.00% 36 132 Kegiatan 100.00%
.02.0003 | dan  Evaluasi  serta | Koordinasi, Kegiatan Kegiatan
Verifikasi Pencegahan | Monitoring dan
dan Pemberantasan | Evaluasi serta
Korupsi Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
6.01.03.2 | Pendampingan, Jumlah 16 Perangkat 16 Perangkat | 16 Perangkat 100.00% 16 32 Perangkat 100.00%
.02.0004 Asistensi dan Verifikasi | Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Perangkat Daerah
Penegakan Integritas Daerah yang Daerah Daerah
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi dan
Verifikasi
Penegakan
Integritas
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Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Program /Kegiatan/Subkegiatan yang

No Tidak Memenuhi Target Kinerja Faktor Penghambat
4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Indikator Program tercapai
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian | Indikator Kegiatan tercapai

Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

4.01.04.5.06.0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Indikator Subkegiatan tercapai
Dana Keistimewaan

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Indikator Program tercapai
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan | Indikator Kegiatan tercapai
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen  Perencanaan | Indikator Subkegiatan tercapai

Perangkat Daerah

6.01.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat | Indikator Kegiatan tercapai
Daerah

6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Indikator Subkegiatan tercapai
Tugas ASN

6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Indikator Subkegiatan tercapai
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat | Indikator Kegiatan tercapai
Daerah

6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian | Indikator Subkegiatan tercapai
Kinerja Pegawai

6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan  Pelatihan Pegawai | Indikator Subkegiatan tercapai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6.01.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0005

Penyediaan Cetakan dan

Penggandaan

Barang

Indikator Subkegiatan tercapai
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No

Program /Kegiatan /Subkegiatan yang
Tidak Memenuhi Target Kinerja

Faktor Penghambat

6.01.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0008

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0010

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.06.0011

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan tercapai

6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Indikator Subkegiatan tercapai
Daya Air dan Listrik
6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | Indikator Subkegiatan tercapai

Perlengkapan Kantor

6.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Indikator Kegiatan tercapai

6.01.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Indikator Program tercapai
PENGAWASAN
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Kegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0001

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0002

Pengawasan Keuangan Pemerintah
Daerah

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0003

Reviu Laporan Kinerja

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0004

Reviu Laporan Keuangan

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0005

Pengawasan Desa

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0006

Kerja Sama Pengawasan Internal

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.01.0007

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.02

Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Indikator Kegiatan tercapai

6.01.02.2.02.0001

Penanganan Penyelesaian
Negara/Daerah

Kerugian

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.02.2.02.0002

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.03

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Indikator Program tercapai

6.01.03.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator Kegiatan tercapai

6.01.03.2.01.0001

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.03.2.01.0002

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.03.2.02

Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kegiatan tercapai

6.01.03.2.02.0001

Pendampingan dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah

Indikator Subkegiatan tercapai
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No

Program /Kegiatan /Subkegiatan yang
Tidak Memenuhi Target Kinerja

Faktor Penghambat

6.01.03.2.02.0002

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.03.2.02.0003

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

Indikator Subkegiatan tercapai

6.01.03.2.02.0004

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

Indikator Subkegiatan tercapai

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target

kinerja yang direncanakan dan

keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

faktor-faktor

pendukung

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Program /Kegiatan/Subkegiatan yang

No Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan
4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Perangkat Daerah pelaksana
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN | urusan keistimewaan sudah
KELEMBAGAAN DAN | berkualitas
KETATALAKSANAAN
4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian | Rekomendasi hasil pemeriksaan

Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

urusan Kkeistimewaan telah

ditindaklanjuti

4.01.04.5.06.0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Tim APIP melakukan monitoring
Dana Keistimewaan dan evaluasi pelaksanaan Dana
Keistimewaan secara berkala
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Pengukuran kinerja telah
PEMERINTAHAN DAERAH | dilakukan sampai ke level
KABUPATEN/ KOTA eselon 4/Pengawas
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan | Perencanaan, koordinasi, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kerjasama yang baik antar
bidang untuk pelaksanaan
program kegiatan
6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen  Perencanaan | Ketepatan waktu dalam
Perangkat Daerah memperoleh data pendukung
dokumen perencanaan
perangkat daerah
6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketepatan waktu dalam

memperoleh data pendukung
dokumen evaluasi kinerja
perangkat daerah

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat | Kinerja Pengelola Administrasi
Daerah Keuangan Perangkat daerah
yang baik
6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan sesuai dengan
jadwal yang sudah
direncanakan’
6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Pelaksanaan sesuai dengan
Tugas ASN jadwal yang sudah
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Program /Kegiatan /Subkegiatan yang

No Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan
direncanakan’
6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Pelaksanaan rekonsiliasi
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ | keuangan dan asset sesuai
Semesteran SKPD dengan jadwal
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat | Peningkatan kompetensi dan
Daerah Kapasitas Sumber Daya
Manusia yang masif dan
berkelanjutan
6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian | Kinerja tim penilai berjalan
Kinerja Pegawai dengan baik
6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan  Pelatihan Pegawai | Peningkatan kompetensi dan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kapasitas Sumber Daya
Manusia yang masif dan
berkelanjutan

6.01.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kinerja Pengelola Administrasi
Umum Perangkat Daerah yang
baik

6.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Perencanaan dan
pengganggaran sesuai dengan
perkiraan kebutuhan

6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Perencanaan dan
Kantor pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perencanaan dan
pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Perencanaan dan
Penggandaan pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Perencanaan dan
Perundang-undangan pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Perencanaan dan
pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Perencanaan dan
Konsultasi SKPD pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Perencanaan dan
pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem | Perencanaan dan
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | pengganggaran sesuai dengan

SKPD perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Kinerja Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang baik

6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Perencanaan dan
Daya Air dan Listrik pengganggaran sesuai dengan

perkiraan kebutuhan
6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | Perencanaan dan

Perlengkapan Kantor

pengganggaran sesuai dengan
perkiraan kebutuhan

6.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Komitmen dalam pelaksanaan
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Program /Kegiatan /Subkegiatan yang

No Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan
sesuai dengan anggaran kas
dan tahapan

6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kinerja Pemeliharaan Barang
Penunjang Urusan Pemerintahan | Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah yang baik

6.01.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Perencanaan dan
pengganggaran sesuai dengan
perkiraan kebutuhan

6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan
dan Bangunan Lainnya jadwal yang sudah
direncanakan’
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Adanya peningkatan Ketaatan
PENGAWASAN Perangkat Daerah Terhadap
Peraturan yang Berlaku
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Adanya peningkatan Ketaatan

Perangkat Daerah Terhadap
Peraturan yang Berlaku

6.01.02.2.01.0001

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya
kerjasama yang baik
stakeholder dan mitra bidang

antar

6.01.02.2.01.0002

Pengawasan Pemerintah

Daerah

Keuangan

Pelaksanaan sesuai dengan
Program  Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya

kerjasama yang baik antar

stakeholder dan mitra bidang

6.01.02.2.01.0003

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan sesuai dengan
Program  Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya

kerjasama yang baik antar

stakeholder dan mitra bidang

6.01.02.2.01.0004

Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan sesuai dengan
Program  Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya
kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.02.2.01.0005

Pengawasan Desa

Pelaksanaan sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya
kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.02.2.01.0006

Kerja Sama Pengawasan Internal

Kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.02.2.01.0007

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan | Pengaduan dan/atau
Tujuan Tertentu Permohonan telah

Ditindaklanjuti
6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian | Tidak adanya permohonan/
Negara/Daerah aduan dari pihak lain
(Masyarakat, Kepala Daerah,
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No

Program /Kegiatan /Subkegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

APH, K/L/D/])

6.01.02.2.02.0002

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, | Perangkat Daerah telah
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Menerapkan Manajemen Risiko
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Rekomendasi audit internal
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan terkait regulasi di bidang
pengawasan dan fasilitasi

pengawasan
6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Adanya regulasi dari pusat
Pengawasan terkait pembinaan dan

pengawasan pemerintah daerah
serta adanya Kerjasama yang
baik antar bidang

6.01.03.2.01.0002

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Adanya regulasi dari pusat
terkait kebijakan teknis serta
adanya Kerjasama yang baik
antar bidang

6.01.03.2.02

Pendampingan dan Asistensi

Kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.03.2.02.0001

Pendampingan dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya

kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.03.2.02.0002

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan sesuai dengan
Program  Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya

kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

6.01.03.2.02.0003

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

Pelaksanaan sesuai dengan
jadwal yang sudah
direncanakan™ serta adanya

kerja sama yang baik antara
APH dan Forpi

6.01.03.2.02.0004

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

Pelaksanaan sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan adanya

kerjasama yang baik antar
stakeholder dan mitra bidang

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan

pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh

kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar bidang untuk

pelaksanaan program kegiatan pengawasan;
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2. Meningkatkan Kerjasama antar stakeholder dan mitra bidang

pengawasan;

3. Meningkatkan kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

yang masif dan berkelanjutan; dan

4. Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko

dan penyempurnaan pedoman sistem kebijakan dan prosedur

pengawasan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan

hal tersebut,

analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap

penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun

2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2023

Indikator Realisasi Tahun 2023 Target
No | Kinerja Utama Tahun . .| Tahun | Tahun | Tahun Catatan Analisis
(IKU) 2022 | Target | Realisasi| °00 " | 0005 | 2026
1. | Presentase 93,3 83,50% 92.1% 84,50% | 85,00% | 85,00% | Koordinasi
Penyelenggaraan pelaksanaan
tindaklanjut tindak lanjut hasil
pengawasan pengawasan BPK,
BPK, Inspektorat DIY
Inspektorat DIY dan Inspektorat
dan Inspektorat Kabupaten
Kabupaten
2. | Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Laporan Hasil
Evaluasi atas
Penilaian Mandiri
Kapabilitas  APIP
pada Inspektorat
Kabupaten Bantul
Tahun 2023 Nomor
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Indikator Realisasi Tahun 2023 Target

Target | Realisasi

Kinerja Utama Tahun Tahun | Tahun | Tahun Catatan Analisis

November 2023

(IKU) 2022 2024 2025 2026
PE.09.03/LHE-
452/PW12/6/2023
tanggal 30

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:
1. IKU yang tidak memenuhi target adalah: Nihil
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh
beberapa hal sebagai berikut: Nihil
2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
a. Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK,
Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
b. Kapabilitas APIP.
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh
beberapa hal sebagai berikut:
a. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan seluruh APIP;
b. Perencanaan, koordinasi, dan kerjasama yang baik antar
bidang untuk pelaksanaan program kegiatan pengawasan;
c. Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang
pengawasan,;
d. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia
secara masif dan berkelanjutan;
e. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan
Inspektorat Kabupaten;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis
yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah
ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
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Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan
Inspektorat Kabupaten,;

Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi
tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait
temuan secara berkala;

Melakukan penilaian mandiri (Self Assessment) terhadap elemen-
elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang
memerlukan perbaikan (Area of Improvement) sebagai dasar untuk
meyusun Action Plan menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi;
dan

Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) sebagai early warning system (memberi peringatan dini) dan
melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya

penyimpangan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah

menyelenggarakan urusan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui

kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023
Kekuatan Kelemahan
Tersedianya uraian tugas yang jelas Perencanaan diklat dan Pelatihan
pada masing- masing fungsi Kantor Sendiri (PKS) belum
mencukupi
Adanya forum komunikasi/ Kondisi sarpras dan gedung kantor
koordinasi pengawasan yang kurang memadai sehingga
belum mendukung kinerja secara
optimal
Terbatasnya kompetensi dan

kuantitas SDM APIP
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Beban tugas yang sangat tinggi
terutama yang bersifat mandatory
dan wajib dilaksanakan oleh APIP

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan

tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang Tantangan
Kerjasama dengan Aparat Penegak | Sinergitas dalam pelaksanaan
Hukum (APH) dalam  kegiatan | kegiatan pendampingan
pendampingan
Kemitraan dengan  BPK, Irjen | Tuntutan penguatan peran
Kemendagri dan Kementerian Teknis | Inspektorat Daerah sebagai
lainnya, dan BPKP dalam kegiatan | consulting partner dan Asistensi
pengawasan pada Perangkat Daerah | Pendampingan

di Pemerintah Kabupaten Bantul

Amanat dari Surat Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor
700.1.1/8737/SJ Tanggal 9
Desember 2022 Tentang Penguatan
Inspektorat Daerah Dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah

Perubahan peraturan perundangan
bidang pengawasan yang harus
disikapi secara cepat dan tepat

Perkembangan teknologi/ sistem
Informasi

Adanya regulasi terkait pembinaan
dan pengawasan dari K/L/D/I setiap
tahunnya

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun

2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.

Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas

pengawasan dan monitoring evaluasi;

Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

Mengoptimalkan pendidikan

dan pelatihan untuk meningkatkan

kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
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5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (early warning) dalam
mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun
penyimpangan lainnya; dan

6. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025. Hasil review terhadap
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel
berikut:
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Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.7

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi Lokasi Indikator Target Pagu Program /Kegiatan /Subkegi Lokasi Indikator Target Pagu
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
4.01.0 PROGRAM Kab. Presentase PD 50 Persen 266.026.970 | PROGRAM Kab. Presentase PD 50 Persen 122,720,000
4 PENYELENGGARAAN Bantul Pelaksana PENYELENGGARAAN Bantul Pelaksana
KEISTIMEWAAN urusan KEISTIMEWAAN urusan
YOGYAKARTA  URUSAN I;Z;S;m ewaan YOGYAKARTA  URUSAN }lf;fg“mewaan
KELEMBAGAAN DAN . KELEMBAGAAN DAN .
berkualitas berkualitas
KETATALAKSANAAN KETATALAKSANAAN
4.01.0 Perencanaan dan | Kab. Presentase 80 Persen 266.026.970 | Perencanaan dan | Kab. Presentase 80 Persen 122,720,000
4.5.06 | Pengendalian Pelaksanaan | Bantul rekomendasi Pengendalian Bantul rekomendasi
Kegiatan Keistimewaan hasil Pelaksanaan Kegiatan hasil
pemeriksaan Keistimewaan pemeriksaan
urusan urusan
keistimewaan keistimewaan
yang yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
4.01.04 | Monitoring dan Evaluasi Jumlah 22 Laporan 266.026.970 | Monitoring dan Evaluasi Jumlah 22 Laporan 122,720,000
.5.06.0 | Pelaksanaan Dana Laporan Hasil Pelaksanaan Dana Laporan Hasil
002 Keistimewaan Monitoring dan Keistimewaan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Dana Dana
Keistimewaan Keistimewaan
Se-DIY Se-DIY
6.01.0 | PROGRAM PENUNJANG | Kab. Capaian Nilai Nilai 83 13.312.474.4 | PROGRAM PENUNJANG | Kab. Capaian Nilai Nilai 83 10,953,512,3
1 URUSAN PEMERINTAHAN | Bantul Akuntabilitas 80 | URUSAN PEMERINTAHAN | Bantul Akuntabilitas 23
DAERAH  KABUPATEN/ %ﬁi‘gﬁ i DAERAH  KABUPATEN/ Ell;lgfl °
KOTA Pemerintahan KOTA Pemerintahan
(AKIP) (AKIP)
6.01.0 | Perencanaan, Kab. Capaian 95 Persen 6.000.000 | Perencanaan, Kab. Capaian 95 Persen 16,350,000
1.2.01 | Penganggaran, dan | Bantul Kinerja Penganggaran, dan | Bantul Kinerja
Evaluasi Kinerja Perencanaan Evaluasi Kinerja Perencanaan
Perangkat Daerah g?/zluasi Perangkat Daerah g)?/iluasi
Perangkat Perangkat
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
Daerah Daerah
6.01.01 | Penyusunan Dokumen Jumlah 6 Dokumen 4.000.000 | Penyusunan Dokumen Jumlah 11 Dokumen 9,000,000
.2.01.0 | Perencanaan Perangkat Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen
001 Daerah Perencanaan Daerah Perencanaan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
6.01.01 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah 6 Laporan 2.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah 7 Laporan 7,350,000
.2.01.0 | Daerah Laporan Daerah Laporan
007 Evaluasi Evaluasi
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
6.01.0 Administrasi Keuangan | Kab. Capaian 100 Persen 9.053.077.17 | Administrasi Keuangan | Kab. Capaian 100 Persen 9,758,504,73
1.2.02 Perangkat Daerah Bantul Kinerja 8 | Perangkat Daerah Bantul Kinerja 6
Pengelolaan Pengelolaan
Administrasi Administrasi
Keuangan Keuangan
Perangkat Perangkat
daerah daerah
6.01.01 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang | 53 8.913.577.17 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang | 54 9,645,394,73
.2.02.0 | Tunjangan ASN yang Orang/bulan 8 | Tunjangan ASN yang Orang/bulan 6
001 Menerima Gaji Menerima Gaji
dan dan
Tunjangan Tunjangan
ASN ASN
6.01.01 | Penyediaan Administrasi Jumlah 12 Dokumen 138.000.000 | Penyediaan Administrasi Jumlah 12 Dokumen 106,660,000
.2.02.0 | Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen
002 Hasil Hasil
Penyediaan Penyediaan
Administrasi Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Tugas ASN Tugas ASN
6.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah 22 Laporan 1.500.000 | Koordinasi dan Jumlah 22 Laporan 6,450,000
.2.02.0 | Laporan Keuangan Laporan Penyusunan Laporan Laporan
007 Bulanan/ Triwulanan/ Keuangan Keuangan Bulanan/ Keuangan
Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Bulanan/
Triwulanan/ SKPD Triwulanan/
Semesteran Semesteran
SKPD dan SKPD dan
Laporan Laporan
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triw Bulanan/Triw
ulanan/Semes ulanan/Semes
teran SKPD teran SKPD
6.01.0 Administrasi Kepegawaian | Kab. Capaian 95 Persen 855.260.000 | Administrasi Kab. Capaian 95 Persen 176,122,000
1.2.05 | Perangkat Daerah Bantul Kinerja Kepegawaian Perangkat | Bantul Kinerja
Pengelolaan Daerah Pengelolaan
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
6.01.01 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah 2 Dokumen 2.000.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah 2 Dokumen 10,250,000
.2.05.0 | Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen
005 Monitoring, Monitoring,
Evaluasi, dan Evaluasi, dan
Penilaian Penilaian
Kinerja Kinerja
Pegawai Pegawai
6.01.01 | Pendidikan dan Pelatihan Jumlah 33 Orang 853.260.000 | Pendidikan dan Pelatihan Jumlah 34 Orang 165,872,000
.2.05.0 | Pegawai Berdasarkan Tugas Pegawai Pegawai Berdasarkan Pegawai
009 dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan
Tugas dan Tugas dan
Fungsi yang Fungsi yang
Mengikuti Mengikuti
Pendidikan Pendidikan
dan Pelatihan dan Pelatihan
6.01.0 | Administrasi Umum | Kab. Capaian 95 Persen 2.068.347.30 | Administrasi Umum | Kab. Capaian 95 Persen 539,596,175
1.2.06 | Perangkat Daerah Bantul Kinerja 2 | Perangkat Daerah Bantul Kinerja
Pengelolaan Pengelolaan
Administrasi Administrasi
Umum Umum
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
6.01.01 | Penyediaan Komponen Jumlah 10 Paket 7.840.000 | Penyediaan Komponen Jumlah 4 Paket 2,553,100
.2.06.0 | Instalasi Paket Instalasi Paket
001 Listrik/Penerangan Komponen Listrik/Penerangan Komponen
Bangunan Kantor Instalasi Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penera Listrik/Penera
ngan ngan
Bangunan Bangunan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
6.01.01 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket | 22 Paket 305.940.000 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket | 22 Paket 140,403,126 | K
.2.06.0 | Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan S
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
002 Perlengkapan Perlengkapan P
Kantor  yang Kantor  yang u
Disediakan Disediakan ki
P
n
la
U
(2
6.01.01 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket | 27 Paket 144.090.000 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket | 23 Paket 54,864,842
.2.06.0 | Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Peralatan
003 Rumah Tangga Rumah Tangga
yang yang
Disediakan Disediakan
6.01.01 | Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket | 9 jenis 28.857.302 | Penyediaan Barang Jumlah Paket | 11 jenis 49,074,551
.2.06.0 | dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang
005 Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
yang yang
Disediakan Disediakan
6.01.01 | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah 6 Dokumen 8.700.000 | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah 6 Dokumen 7,500,000
.2.06.0 | dan Peraturan Perundang- Dokumen dan Peraturan Perundang- Dokumen
006 undangan Bahan Bacaan undangan Bahan Bacaan
dan Peraturan dan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
yang yang
Disediakan Disediakan
6.01.01 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah 22 Laporan 27.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah 22 Laporan 27,250,000
.2.06.0 Laporan Laporan
008 Fasilitasi Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan
Tamu Tamu
6.01.01 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah 180 Laporan 1.445.180.00 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah 150 Laporan 310,043,000
.2.06.0 | Koordinasi dan Konsultasi Laporan 0 | Koordinasi dan Konsultasi Laporan
009 SKPD Penyelenggara SKPD Penyelenggara
an Rapat an Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi Konsultasi
SKPD SKPD
6.01.01 | Penatausahaan Arsip Jumlah 2500 40.740.000 | Penatausahaan Arsip Jumlah 2500 33,407,556
.2.06.0 | Dinamis pada SKPD Dokumen Dokumen Dinamis pada SKPD Dokumen Dokumen
010 Penatausahaa Penatausahaa
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
n Arsip n Arsip
Dinamis Dinamis
pada SKPD pada SKPD
6.01.01 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 60.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 4,500,000
.2.06.0 | Sistem Pemerintahan Dokumen Sistem Pemerintahan Dokumen
011 Berbasis Elektronik pada Dukungan Berbasis Elektronik pada Dukungan
SKPD Pelaksanaan SKPD Pelaksanaan
Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Berbasis
Elektronik Elektronik
pada SKPD pada SKPD
6.01.0 | Penyediaan Jasa | Kab. Capaian 95 Persen 489.350.000 | Penyediaan Jasa | Kab. Capaian 95 Persen 251,185,812
1.2.08 | Penunjang Urusan | Bantul Kinerja Penunjang Urusan | Bantul Kinerja
Pemerintahan Daerah Penyediaan Pemerintahan Daerah Penyediaan
Jasa Jasa
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
6.01.01 | Penyediaan Jasa Jumlah 12 Laporan 15.000.000 | Penyediaan Jasa Jumlah 12 Laporan 7,200,000
.2.08.0 | Komunikasi, Sumber Daya Laporan Komunikasi, Sumber Daya Laporan
002 Air dan Listrik Penyediaan Air dan Listrik Penyediaan
Jasa Jasa
Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Sumber Daya
Air dan Listrik Air dan Listrik
yang yang
Disediakan Disediakan
6.01.01 | Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah 4 Laporan 40.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah 4 Laporan 49,350,000
.2.08.0 | dan Perlengkapan Kantor Laporan dan Perlengkapan Kantor Laporan
003 Penyediaan Penyediaan
Jasa Peralatan Jasa Peralatan
dan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
6.01.01 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah 24 Laporan 434.350.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah 24 Laporan 194,635,812
.2.08.0 | Umum Kantor Laporan Umum Kantor Laporan
004 Penyediaan Penyediaan
Jasa Jasa
Pelayanan Pelayanan

Umum Kantor
yang

Umum Kantor
yang
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
Disediakan Disediakan
6.01.0 | Pemeliharaan Barang | Kab. Capaian 95 Persen 840.440.000 | Pemeliharaan Barang | Kab. Capaian 95 Persen 211,753,600
1.2.09 | Milik Daerah Penunjang | Bantul Kinerja Milik Daerah Penunjang | Bantul Kinerja
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Pemeliharaan
Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik
Daerah Daerah
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
6.01.01 | Penyediaan Jasa Jumlah 23 Unit 642.835.000 | Penyediaan Jasa Jumlah 23 Unit 188,319,800
.2.09.0 | Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Kendaraan
002 Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Pemeliharaan, Pajak dan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Operasional atau Lapangan atau Lapangan Operasional atau Lapangan atau Lapangan
yang yang
Dipelihara dan Dipelihara dan
dibayarkan dibayarkan
Pajak dan Pajak dan
Perizinannya Perizinannya
6.01.01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah 1 Unit 197.605.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah 1 Unit 23,433,800
.2.09.0 | Gedung Kantor dan Gedung Kantor Gedung Kantor dan Gedung Kantor
009 Bangunan Lainnya dan Bangunan Bangunan Lainnya dan Bangunan
Lainnya Lainnya
yang yang
Dipelihara/Dir Dipelihara/Dir
ehabilitasi ehabilitasi
6.01.0 PROGRAM Kab. Presentase 15 Persen 643.072.513 | PROGRAM Kab. Presentase 15 Persen 122,910,000
2 PENYELENGGARAAN Bantul Peningkatan PENYELENGGARAAN Bantul Peningkatan
PENGAWASAN Ketaatan PENGAWASAN Ketaatan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
terhadap terhadap
Peraturan Peraturan
yang yang
Berlaku Berlaku
6.01.0 | Penyelenggaraan Kab. Presentase 100 Persen 588.472.513 | Penyelenggaraan Kab. Presentase 100 Persen 112,385,000
2.2.01 Pengawasan Internal Bantul Penyelenggara Pengawasan Internal Bantul Penyelenggara
an an
Pengawasan Pengawasan
Internal Internal
6.01.02 | Pengawasan Kinerja Jumlah 16 Laporan 143.252.513 | Pengawasan Kinerja Jumlah 16 Laporan 19,250,000
.2.01.0 | Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pemerintah Daerah Laporan Hasil
001 Pengawasan Pengawasan
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
Kinerja Kinerja
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
6.01.02 | Pengawasan Keuangan Jumlah 89 Laporan 145.920.000 | Pengawasan Keuangan Jumlah 89 Laporan 6,800,000
.2.01.0 | Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pemerintah Daerah Laporan Hasil
002 Pengawasan Pengawasan
Keuangan Keuangan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
6.01.02 | Reviu Laporan Kinerja Jumlah 204 Laporan 104.140.000 | Reviu Laporan Kinerja Jumlah 204 Laporan 8,650,000
.2.01.0 Laporan Hasil Laporan Hasil
003 Reviu Laporan Reviu Laporan
Kinerja Kinerja
6.01.02 | Reviu Laporan Keuangan Jumlah 100 Laporan 101.530.000 | Reviu Laporan Keuangan Jumlah 100 Laporan 12,410,000
.2.01.0 Laporan Hasil Laporan Hasil
004 Reviu Laporan Reviu Laporan
Keuangan Keuangan
6.01.02 | Pengawasan Desa Jumlah 42 Laporan 21.950.000 | Pengawasan Desa Jumlah 42 Laporan 9,450,000
.2.01.0 Laporan Hasil Laporan Hasil
005 Pengawasan Pengawasan
Desa Desa
6.01.02 | Kerja Sama Pengawasan Jumlah 1 19.340.000 | Kerja Sama Pengawasan Jumlah 1 7,225,000
.2.01.0 | Internal Kesepakatan Kesepakatan Internal Kesepakatan Kesepakatan
006 Pengawasan Pengawasan
Internal yang Internal yang
Terbentuk Terbentuk
6.01.02 | Monitoring dan Evaluasi Jumlah 4 Dokumen 52.340.000 | Monitoring dan Evaluasi Jumlah 4 Dokumen 48,600,000
.2.01.0 | Tindak Lanjut Hasil Dokumen Tindak Lanjut Hasil Dokumen
007 Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil
Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan
Pemeriksaan APIP Evaluasi Pemeriksaan APIP Evaluasi
Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Hasil Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
BPK RI dan BPK RI dan
Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Hasil Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
APIP APIP
6.01.0 | Penyelenggaraan Kab. Persentase 100 Persen 54.600.000 | Penyelenggaraan Kab. Persentase 100 Persen 10,525,000
2.2.02 Pengawasan dengan | Bantul Pengaduan Pengawasan dengan | Bantul Pengaduan
Tujuan Tertentu dan/atau Tujuan Tertentu dan/atau
Permohonan Permohonan
yang yang
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
6.01.02 | Penanganan Penyelesaian Jumlah 1 Laporan 24.640.000 | Penanganan Penyelesaian Jumlah 1 Laporan 3,000,000
.2.02.0 | Kerugian Negara/Daerah Laporan Kerugian Negara/Daerah Laporan
001 Penyelesaian Penyelesaian
Kerugian Kerugian
Negara/Daera Negara/Daera
h yang h yang
Ditangani Ditangani
6.01.02 | Pengawasan dengan Tujuan Jumlah 10 Laporan 29.960.000 | Pengawasan dengan Jumlah 10 Laporan 7,525,000
.2.02.0 | Tertentu Laporan Hasil Tujuan Tertentu Laporan Hasil
002 Pengawasan Pengawasan
Dengan Dengan
Tujuan Tujuan
Tertentu Tertentu
6.01.0 PROGRAM PERUMUSAN | Kab. Presentase 35 Persen 2.367.871.21 | PROGRAM PERUMUSAN | Kab. Presentase 35 Persen 949,915,000
3 KEBIJAKAN, Bantul Perangkat 4 | KEBIJAKAN, Bantul Perangkat
PENDAMPINGAN DAN Daerah PENDAMPINGAN DAN Daerah
ASISTENSI yang ASISTENSI yang
Menerapkan Menerapkan
Manajemen Manajemen
Resiko Resiko
6.01.0 | Perumusan Kebijakan | Kab. Presentase 85 Persen 302.191.214 | Perumusan Kebijakan | Kab. Presentase 85 Persen 13,350,000
3.2.01 Teknis di Bidang | Bantul Jumlah Teknis di Bidang | Bantul Jumlah
Pengawasan dan Fasilitasi Rekomendasi Pengawasan dan Fasilitasi Rekomendasi
Pengawasan Audit Internal Pengawasan Audit Internal
terkait terkait
Regulasi Regulasi
di Bidang di Bidang
Pengawasan Pengawasan
dan dan
Fasilitasi Fasilitasi
Pengawasan Pengawasan
6.01.03 | Perumusan Kebijakan Jumlah 6 174.780.000 | Perumusan Kebijakan Jumlah 6 7,350,000
.2.01.0 | Teknis di Bidang Rekomendasi Rekomendasi Teknis di Bidang Rekomendasi Rekomendasi
001 Pengawasan Kebijakan Pengawasan Kebijakan
Teknis di Teknis di
Bidang Bidang
Pengawasan Pengawasan
yang Disusun yang Disusun
6.01.03 | Perumusan Kebijakan Jumlah 2 127.411.214 | Perumusan Kebijakan Jumlah 2 6,000,000
.2.01.0 | Teknis di Bidang Fasilitasi Rekomendasi Rekomendasi Teknis di Bidang Fasilitasi Rekomendasi Rekomendasi
002 Pengawasan Kebijakan Pengawasan Kebijakan
Teknis di Teknis di
Bidang Bidang
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu Program/Kegiatan/Subkegi . Indikator Target Pagu
Lokasi L. . L Lokasi .. . [
atan Kinerja Capaian Indikatif atan Kinerja Capaian Indikatif
Fasilitasi Fasilitasi
Pengawasan Pengawasan
yang Disusun yang Disusun
6.01.0 | Pendampingan dan | Kab. Presentase 100 Persen 2.065.680.00 | Pendampingan dan | Kab. Presentase 100 Persen 936,565,000
3.2.02 | Asistensi Bantul Laporan O | Asistensi Bantul Laporan
Pendampingan Pendampingan
dan Asistensi dan Asistensi
6.01.03 | Pendampingan dan Jumlah 14 Perangkat 166.570.000 | Pendampingan dan Jumlah 14 Perangkat 9,125,000
.2.02.0 | Asistensi Urusan Perangkat Daerah Asistensi Urusan Perangkat Daerah
001 Pemerintahan Daerah Daerah  yang Pemerintahan Daerah Daerah  yang
Dilakukan Dilakukan
Pendampingan Pendampingan
dan dan
Asistensi Asistensi
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
6.01.03 | Pendampingan, Asistensi, Jumlah 29 Perangkat 145.580.000 | Pendampingan, Asistensi, Jumlah 29 Perangkat 9,100,000
.2.02.0 | Verifikasi, dan Penilaian Perangkat Daerah Verifikasi, dan Penilaian Perangkat Daerah
002 Reformasi Birokrasi Daerah yang Reformasi Birokrasi Daerah  yang
Dilakukan Dilakukan
Pendampingan Pendampingan
s Asistensi, s Asistensi,
Verifikasi, Verifikasi,
dan Penilaian dan Penilaian
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi
6.01.03 | Koordinasi, Monitoring dan Jumlah 36 Kegiatan 1.525.390.00 | Koordinasi, Monitoring dan Jumlah 36 Kegiatan 879,640,000
.2.02.0 | Evaluasi serta Verifikasi Kegiatan 0 | Evaluasi serta Verifikasi Kegiatan
003 Pencegahan dan Koordinasi, Pencegahan dan Koordinasi,
Pemberantasan Korupsi Monitoring Pemberantasan Korupsi Monitoring
dan Evaluasi dan Evaluasi
serta serta
Verifikasi Verifikasi
Pencegahan Pencegahan
dan dan
Pemberantasa Pemberantasa
n Korupsi n Korupsi
6.01.03 | Pendampingan, Asistensi Jumlah 16 Perangkat 228.140.000 | Pendampingan, Asistensi Jumlah 16 Perangkat 38,700,000
.2.02.0 | dan Verifikasi Penegakan Perangkat Daerah dan Verifikasi Penegakan Perangkat Daerah
004 Integritas Daerah yang Integritas Daerah  yang
Dilakukan Dilakukan
Pendampingan Pendampingan
5 Asistensi N Asistensi
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Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025
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Integritas
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap wusulan masyarakat.
Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan
bottom-up planning. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui
penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang
kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten
dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan
masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
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BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap

Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri

Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala ~Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan

Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasinal (PN) sebagai

berikut:

PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru.

PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif @ serta  Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi.

PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi
Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis
Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam
Negeri.

PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
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PN 7:

PN 8:

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,
Judi, dan Penyelundupan.

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan

Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025

dan prioritas Nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang

akan ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

adalah sebagai berikut:

1.
2.

Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
sebagai early warning system (memberi peringatan dini) dan
melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya penyimpangan;
Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat
Kabupaten;

. Meningkatkan peran dan layanan APIP, mencakup audit ketaatan,

audit kinerja, serta assurance tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian organisasi; dan

. Optimalisasi peran APIP dalam pendampingan dan asistensi kepada

Perangkat Daerah/Kalurahan/Mitra kerja lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah ”"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

dan Pembangunan Infrastuktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah”

dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Pemerataan kualitas infrastruktur.

Peningkatan SDM berdaya saing.
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4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.

6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2025
Realisasi Perkiraan Target
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Tahun | Tahun | Realisasi | 1,40
Sasaran 2022 2023 Tahun 0025
2024
Terwujudnya Meningkatnya | Presentase 93,3% | 92,1% 84,5% 85%
penyelenggaraan | Transparasi, P.enyelengggraan
pemerintahan Efektifitas, ’llj‘lndak Lan]u};PK
L . . | Pengawasan )
y.ang. berkmzrja cér?mk Ef.131en31 Inspektorat  DIY
tinggl an | BIroxrast dan Inspektorat
akuntabel Kabupaten
Terwujudnya Meningkatnya | Kapabiltas APIP Level Level Level 3 Level 3
penyelenggaraan | Transparasi, 3 3
pemerintahan Efektifitas, (3,05) | (3,06)
yang berkinerja | dan Efisiensi
tinggi dan | Birokrasi
akuntabel
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BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana  program/kegiatan/subkegiatan @ yang  dilaksanakan  oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disertai dengan
indikator  kinerja dan pagu indikatifnya. @ Rumusan rencana
program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2025 disajkan pada tabel berikut:
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Nama Perangkat Daerah:

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bantul

. Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun
. . . Realisasi . — Perangkat
Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir . Capaian Prioritas
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Daerah
T: P Indikatif (R Lokasi D T: P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) okasi Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
Tahun 2023 2024 Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inspektorat Daerah 12.149.057.323,00 18.295.052.177,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 122.720.000,00 292.629.000,00
01 SEKRETARIAT DAERAH 122.720.000,00 292.629.000,00
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase PD
KEISTIMEWAAN pelaksana urusan
1 1 4 - P
oL |0 YOGYAKARTA URUSAN  |keistimewaan yang S0 Persen 122.720.000,00 292.629.000,00
KELEMBAGAAN DAN berkualitas
KETATALAKSANAAN
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Perangkat
Persentase i i
Perencanaan dan . . Birokrasi, serta governance pada Daerah
5.0 Pengendalian rekomendasi hasil Memperkuat berbagai tingkatan Pengampu
o1 |o4 |> & . pemeriksaan urusan |- 80 Persen  |122.720.000,00 P g1 The samp 292.629.000,00
6 Pelaksanaan Kegiatan .. ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAIS, ’
. .. keistimewaan yang . . . .
Keistimewaan ditindaklaniuti Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
) Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |04 2'0 0002 [Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
Memperkuat Reformasi
Jumlah Laporan Hasil P?lltlk, Hukum, dan Penguatan good- Perangkat
Monitoring dan Kab. Bantul BANTUAN Birokrasi, serta governance pada Daerah
. ) ’ KEUANGAN KHUSUS |Memperkuat berbagai tingkatan Pengampu INSPEKTORAT
gﬁ;?;if;nat;?aiage 22 Laporan  |122.720.000,00 :Ziﬁz Ié:j‘]r;zt:n DARI PEMERINTAH |Pencegahan dan Pemantapan Layanan | DAIS, 292.629.000,00 DAERAH
DIY DAERAH PROVINSI [Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.026.337.323,00 18.002.423.177,00
01 INSPEKTORAT DAERAH 12.026.337.323,00 18.002.423.177,00
PROGRAM PENUNJANG . .
Capaian Nilai
URUSAN - . .
Akuntabilitas Kinerja
2 01 (o1 PEMERINTAHAN . . - 83 Angka 10.953.512.323,00 14.297.072.035,00
Instansi Pemerintah
DAERAH (AKIP)
KABUPATEN /KOTA
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Perencanaan, Capaian Kinerja Birokrasi, serta governance pada
o1 lo1 2.0 Penganggaran,.dan Perencall'laan dan 95 Persen 16.350.000.00 Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 6.000.000.00
1 Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’
Perangkat Daerah Daerah Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 |01 %O 0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Birokrasi, serta governance pada
Jumlah Dokumen DANA TRANSFER ’ .
Perencanaan Perangkat 6 Dokumen  |9.000.000,00 Kab. Bantul, |yyum-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 4.000.000,00 INSPEKTORAT
Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Daerah ALOKASI UMUM . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 ?'O 0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Birokrasi, serta governance pada
Jumlah Laporan DANA TRANSFER .
Kab. Bantul INSPEKTORAT
Evaluasi Kinerja 7 Laporan 7.350.000,00 a an.u . . |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 2.000.000,00
’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Perangkat Daerah ALOKASI UMUM . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Rea11§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Dacrah
T: P Indikatif (R Lokasi D T: P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) oxast Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
1 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
. S Memperkuat Reformasi
Capaian Kinerja o
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Pengelolaan . .
Administrasi Keuangan Birokrasi, serta governance pada
. Admini i K 100 P iti
o1 lo1 2.0 dministrasi Keuangan Capaian Kinerja 00 Persen 9.758.504.736,00 Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 9.121.984.178,00
2 Perangkat Daerah 100 Persen Pencegahan dan Pemantapan Layanan
Pengelolaan . . .
.. . Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Administrasi Keuangan . . .
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Perangkat daerah
Penyeludupan
01 (01 3'0 0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Birokrasi, serta governance pada
Jumlah Orang yang DANA TRANSFER ’ g
4 Kab. B 1 k INSPEKTORAT
Menerima Gaji dan 5 9.645.394.736,00 ab. Bantul, " iy v pana Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 8.980.484.178,00 SPEKTO
. Orang/bulan Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Tunjangan ASN ALOKASI UMUM . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 3.0 0002 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Memperkuat Reformasi
Jumlah Dokumen Hasil Birokress serts | |gvermance pada
Penyediaan DANA TRANSFER ’ .
Kab. B 1 M k INSPEKT! T
Administrasi 12 Dokumen |106.660.000,00 ab. Bantul, * iy v pana emperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 140.000.000,00 SPEKTORA
? Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Pelaksanaan Tugas ALOKASI UMUM . . .
ASN Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 |01 3'0 0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
lah L
Jumlah Laporan Memperkuat Reformasi
Keuangan Bulanan/ .
. Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Triwulanan/ Birokrasi, serta governance pada
Semesteran SKPD dan DANA TRANSFER ’ .
Laporan Koordinasi 22 Laporan  |6.450.000,00 Kab. Ban‘Ful,. . |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 1.500.000,00 INSPEKTORAT
Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Penyusunan Laporan ALOKASI UMUM . . .
Keuangan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
& . Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Bulanan/Triwulanan/S Penveludupan
emesteran SKPD Y P
Capaian Kinerja Memperkuat Reformasi
Pengelolaan Politik, Hukum, dan Penguatan good-
.. . Administrasi Birokrasi, serta governance pada
2.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat 95 Persen Memperkuat berbagai tingkatan
01 |01 ’ Kepegawaian Perangkat peg & - 176.122.000,00 P g & Inspektorat 983.550.000,00
S Daerah Daerah 95 Persen ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’
Capaian Kinerja Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Pengelolaan Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Kepegawaian Penyeludupan
01 |01 g.o 0005 |Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Jumlah Dokumen Birokrasi, serta governance pada
o . DANA TRANSFER ..
Momtorllng., Evalluasll, 9 Dokumen 10.250.000.00 Kab. Ban‘Ful,.  luMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 2.000.000.00 INSPEKTORAT
dan Penilaian Kinerja ’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
. ALOKASI UMUM . . .
Pegawai Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 |01 3.0 0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Memperkuat Reformasi
Jumiah Pegavai Birolassi, serta | |govemance pada
Berdasarkan Tugas DANA TRANSFER ’ .
. Kab. Bantul, Memperkuat berbagai tingkatan INSPEKTORAT
34 0 - I ktorat
dan Fungsi yang rang 165.872.000,00 Bantul, Ringinharjo UMUM-DANA Pencegahan dan Pemantapan Layanan nspextora 981.550.000,00 DAERAH

Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

ALOKASI UMUM

Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Public Berbasis
Teknologi Informatika
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Rea11§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Daerah
T: P Indikatif (R Lokasi D T: P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) oxast Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capaian Kineria Memperkuat Reformasi
b J Politik, Hukum, dan Pengembangan
Pengelolaan . . - .
. . Birokrasi, serta kehidupan ekonomi
2.0 Administrasi Umum Administrasi Umum 95 Persen Memperkuat ang layak
o1 |o1 | Capaian Kinerja 539.596.175,00 P yang ‘ay Inspektorat 2.529.717.857,00
6 Perangkat Daerah 95 Persen Pencegahan dan Pemantapan Layanan
Pengelolaan . . .
.. . Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Administrasi Umum . . .
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Perangkat Daerah
Penyeludupan
o1 lo1 2.0 0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Memperkuat Reformasi
sumiah e Coll thicam dan | Fenembengn
Komponen Instalasi DANA TRANSFER ’
Kab. B 1 M 1 INSPEKTORAT
Listrik/Penerangan 4 Paket 2.553.100,00 ab. Bantul, i paNa emperkuat yang layak Inspektorat 11.760.000,00 SPEKTO
Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Bangunan Kantor yang ALOKASI UMUM . . .
Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 2'0 0002 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Jumlah Paket Birokrasi, serta governance pada
DANA TRANSFER ’
Peral Kab. B 1 i tingk INSPEKT! T
eralatan dan 99 Paket 50.403.126.00 ab anFu g  lumuM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 565.660.000.00 S ORA’
Perlengkapan Kantor ’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
g ‘ ALOKASI UMUM . . .
yang Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 2'0 0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Jumlah Paket Birokrasi, serta governance pada
DANA TRANSFER L.
Peralatan Rumah 93 Paket 54.864.842,00 Kab. Ban‘Ful,.  luMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 201.720.000,00 INSPEKTORAT
Tangga yang Bantul, Ringinharjo ALOKASI UMUM Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 |01 2'0 0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Jumlah Paket Barang Birokrasi, serta governance pada
DANA TRANSFER L.
Cetakan dan 11 Paket 49.074.551,00 Kab. Ban‘Ful,.  luMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 41.847.857,00 INSPEKTORAT
Penggandaan yang Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
; > ALOKASI UMUM . . .
Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 2.0 0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Memperkuat Reformasi
Jumiah Dokumen Birolseet serts | |governance pada
Bahan Bacaan dan DANA TRANSFER ’ g
Peraturan Perundang- 6 Dokumen  |7.500.000,00 Kab. Bantul,  ly;yuM-pANA Memperkuat berbagai tingkatan |y iorat 9.200.000,00 INSPEKTORAT
’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Undangan yang ALOKASI UMUM . . .
Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
2.0 e .
01 (o1 6 0008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Birokrasi, serta governance pada
Jumlah Laporan DANA TRANSFER .
Fasilitasi Kunjungan 22 Laporan 27.250.000,00 Kab. Ban‘Ful,. . |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 29.000.000,00 INSPEKTORAT
’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Tamu ALOKASI UMUM . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Reall§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Daerah
T: P Indikatif (R Lokasi D T: P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) oxast Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
1 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 (01 2'0 0009 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Jumlah Laporan Birokrasi, serta governance pada
DANA TRANSFER ’
P 1 R Kab. B 1 i tingk INSPEKTORAT
enye 'enggaraan apat 150 Laporan |310.043.000,00 ab an‘Fu g  lUMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 1.559.790.000.00 S O
Koordinasi dan ’ Bantul, Ringinharjo ALOKASI UMUM Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Konsultasi SKPD Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 |01 2'0 0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Birokrasi, serta governance pada
Jumlah Dokumen DANA TRANSFER
Kab. B 1 M i tingk INSPEKTORAT
Penatausahaan Arsip 2500 33.407.556,00 ab. Bantul, " iy v pana emperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 40.740.000,00 SPEKTO
. . Dokumen Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Dinamis pada SKPD ALOKASI UMUM . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 2'0 0011 |Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Memperkuat Reformasi
sumish Dokmen Foll e dan - |Pengman st
Dukungan DANA TRANSFER ’
Kab. B 1 iti INSPEKT! T
Pelaksanaan Sistem 12 Dokumen (4.500.000,00 ab ant.u g . |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 70.000.000,00 S ORA
. . ’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Pemerintahan Berbasis ALOKASI UMUM . . .
Elektronik nada SKPD Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
p Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good-
. Capaian Kinerja Birokrasi, serta governance pada
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Memperkuat berbagai tingkatan
01 (o1 ' Penunjang Urusan yee - 95 Persen 251.185.812,00 P & & Inspektorat 585.220.000,00
8 Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pencegahan dan Pemantapan Layanan
Pemerintahan Daerah Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 |01 3.0 0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Memperkuat Reformasi
iti P t d-
sumiah aporan Foli Hulon dan - |Pengusten gt
Penyediaan Jasa DANA TRANSFER ’ ..
Komunikasi, Sumber 12 Laporan 7 200.000.00 Kab. Ban‘Ful,.  luMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 16.000.000.00 INSPEKTORAT
. . ’ Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan ’ DAERAH
Daya Air dan Listrik ALOKASI UMUM . . ]
ane Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
yang Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 é.O 0003 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Memperkuat Reformasi
sumiah Lapora Coltie e dan|Pennan st
Penyediaan Jasa DANA TRANSFER ’ g
Peralatan dan 4 Laporan 49.350.000,00 Kab. Ban‘Ful,.  |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 42.000.000,00 INSPEKTORAT
Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Perlengkapan Kantor ALOKASI UMUM . . .
ane Disediakan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
yang Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (01 g.o 0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Memperkuat Reformasi
sumiah Laporan ol e, dan|Pengaten g
Penyediaan Jasa DANA TRANSFER ’ .
Kab. Bantul, Memperkuat berbagai tingkatan INSPEKTORAT
4 L UMUM-DANA I ktorat
Pelayanan Umum 24 Laporan 194.635.812,00 Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan nspexctora 527.220.000,00 DAERAH

Kantor yang
Disediakan

ALOKASI UMUM

Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Public Berbasis
Teknologi Informatika
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Reall§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Daerah
T P Indikatif (R Lokasi D T P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) oxast Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capaian Kineria Memperkuat Reformasi
P . ] Politik, Hukum, dan Penguatan good-
. Pemeliharaan Barang . .
Pemeliharaan Barang . Birokrasi, serta governance pada
2.0 Milik Daerah Penunjan Milik Daerah 95 Persen Memperkuat berbagai tingkatan
01 |01 ' . Jang Penunjang Urusan 211.753.600,00 P & & Inspektorat 1.070.600.000,00
9 Urusan Pemerintahan . 95 Persen Pencegahan dan Pemantapan Layanan
Pemerintahan Daerah . . .
Daerah . .. Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Capaian Kinerja . . .
. Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Pemeliharaan BMD
Penyeludupan
01 (o1 3.0 0002 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Memperkuat Reformasi
Jumlah Kendaraan Politik, Hukum, dan Penguatan good-
Dinas Operasional atau Birokrasi, serta governance pada
DANA TRANSFER
L Kab. B 1 M i tingk INSPEKTORAT
e'lpar'lgan yang 93 Unit 188.319.800,00 ab ant.u g ~ |uMUM-DANA emperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 831.555.000,00 S @)
Dipelihara dan Bantul, Ringinharjo ALOKASI UMUM Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
dibayarkan Pajak dan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Perizinannya Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
01 (o1 3.0 0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Memperkuat Reformasi
Jumiah Gedung Kantor Birolaasi, serta | |govemance pada
dan Bangunan Lainnya DANA TRANSFER ’ L.
Kab. B 1 M k. INSPEKT! T
yang 1 Unit 23.433.800,00 Bab ant.u . . |UMUM-DANA emperkuat berbagai tingkatan Inspektorat 239.045.000,00 S ORA
e . . antul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan DAERAH
Dipelihara/Direhabilita ALOKASI UMUM . . .
s Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika
Penyeludupan
Persentase
PROGRAM peningkatan ketaatan
3 01 |02 PENYELENGGARAAN perangkat daerah 15 Persen 122.910.000,00 1.003.533.390,00
PENGAWASAN terhadap peraturan
yang berlaku
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Birokrasi, serta governance pada Daerah,
2.0 Penyelenggaraan Persentase Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat
01 |02 ' penyelenggaraan 100 Persen 112.385.000,00 940.753.390,00
1 Pengawasan Internal eneawasan internal Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan
peng Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |02 %0 0001 |Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
. Birokrasi, serta governance pada Daerah
Jumlah Laporan Hasil Kab. Bantul DANA TRANSFER ’ ’
’ iti INSPEKTORAT
Pengawasan Kinerja 16 Laporan 19.250.000,00 Semua Kecamatan, [UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 208.773.390,00
. ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan ’ DAERAH
Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 (02 ?'O 0002 |Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
. Birokrasi, serta governance pada Daerah,
Jumlah Laporan Hasil Kab. Bantul, DANA TRANSFER .
Pengawasan Keuangan 89 Laporan  |6.800.000,00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 211.800.000,00 INSPEKTORAT
. Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 (02 ?'0 0003 |Reviu Laporan Kinerja
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Birokrasi, serta governance pada Daerah,
. Kab. Bantul, DANA TRANSFER L.
J urr.llah Laporan .HaS.ﬂ 204 Laporan |8.650.000,00 Semnua Kecamatan, |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 163.750.000,00 INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Reall§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Daerah
T P Indikatif (R Lokasi D T P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) oxast Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 (02 ?'0 0004 |Reviu Laporan Keuangan
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
. Birokrasi, serta governance pada Daerah,
Jumlah Laporan Hasil Kab. Bantul DANA TRANSFER
’ M k iti INSPEKTORAT
Reviu Laporan 100 Laporan |12.410.000,00 Semua Kecamatan, [UMUM-DANA emperkuat berbagai tingkatan Perangkat 160.760.000,00 S ©
Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Keuangan Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . ] . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
2.0
01 (02 1 0005 |Pengawasan Desa
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Birokrasi, serta governance pada Daerah,
Kab. Bantul DANA TRANSFER
lah L Hasil ’ M i tingk P ki INSPEKTORAT
Jumlah Laporan Hasi 42 Laporan 9.450.000,00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA emperkuat berbagai tingkatan erangkat 69.240.000,00 S @)
Pengawasan Desa Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
2.0 .
01 (02 1 0006 |Kerja Sama Pengawasan Internal
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Birokrasi, serta governance pada Daerah
lah K k Kab. B 1 DANA TRANSFER ’ ’
Jumlah Kesepakatan 1 ab. Bantul, S Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat INSPEKTORAT
Pengawasan Internal 7.225.000,00 Semua Kecamatan, [UMUM-DANA 66.240.000,00
Kesepakatan ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan ’ DAERAH
yang Terbentuk Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |02 ?'0 0007 |Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Memperkuat Reformasi
Jumlah Dokumen Hasil Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Monitoring dan Birokrasi, serta governance pada Daerah,
. e . Kab. Bantul, DANA TRANSFER L
Evallua31 Tln.dak Lanjut 4 Dokumen 48.600.000.00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 60.190.000.00 INSPEKTORAT
Hasil Pemeriksaan BPK ’ Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan ’ DAERAH
RI dan Tindak Lanjut Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Hasil Pemeriksaan APIP Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Persentase Pengaduan . .
Birokrasi, serta governance pada Daerah,
2.0 Penyelenggaraan dan/atau Permohonan 100 Persen Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat
01 |02 |77 Pengawasan dengan yang Ditindaklanjuti - 10.525.000,00 P & & & 62.780.000,00
2 . 100 Persen ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan ’
Tujuan Tertentu Persentase Pengaduan . . . .
ane ditindaklaniuti Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
yang J Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
o1 o2 3.0 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
i L b pont, foawameansrg B e gemanee s [bueh, —
Y g 1 Laporan 3.000.000,00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA p g g & 28.330.000,00
Negara/Daerah yang Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
. . Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Ditangani Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 (02 3.0 0002 |Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
. Birokrasi, serta governance pada Daerah,
Jumlah Laporan Hasil Kab. Bantul, DANA TRANSFER .
Pengawasan Dengan 10 Laporan 7.525.000,00 Semua Kecamatan, [UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 34.450.000,00 INSPEKTORAT
. Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Tujuan Tertentu Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Rea11§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA Kelompok Daerah
T: P Indikatif (R Lokasi D T: P Indikatif (R
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD RENJA OPD OPD Tahun arget 2025 agu Indikatif (Rp) oxast Sumber Dana Nasional Daerah Sasaran arget agu Indikatif (Rp) Penanggung
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM PERUMUSAN (Persentase Perangkat
KEBIJAKAN, Daerah yang
4 1 P
01 |03 PENDAMPINGAN DAN Menerapkan 35 Persen 949.915.000,00 2.701.817.752,00
ASISTENSI Manajemen Risiko
Memperkuat Reformasi
Persentase jumlah Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Perumusan Kebijakan rekomendasi audit Birokrasi, serta governance pada Daerah,
o1 los 2.0 Teknis di Bidang ir?te'rnal terkait regulasi | 85 Persen 13.350.000,00 Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 347.507.752,00
1 Pengawasan dan di bidang pengawasan Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan
Fasilitasi Pengawasan dan fasilitasi Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
pengawasan Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |03 %O 0001 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Jurr'1.1ah Rekome'nde}m DANA TRANSFER Birokrasi, serta governance pada Daerah,
Kebijakan Teknis di 6 Kab. Bantul, Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat INSPEKTORAT
. . 17.350.000,00 . . |UMUM-DANA 201.000.000,00
Bidang Pengawasan Rekomendasi Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
. ALOKASI UMUM . . . .
yang Disusun Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |03 %'O 0002 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Memperkuat Reformasi
sumiah Eomendas Fole o, dan |pengunengeod: | femeriiah
Kebij Teknis di DANA TRANSFER ’ ’
.ebljakan .e. l.S di 2 Kab. Bantul, S Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat INSPEKTORAT
Bidang Fasilitasi . [6.000.000,00 L . |UMUM-DANA 146.507.752,00
Rekomendasi Bantul, Ringinharjo Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Pengawasan yang ALOKASI UMUM . . . .
Disusun Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Persentase laporan Birokrasi, serta governance pada Daerah,
2.0 Pendampingan dan . Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat
o1 |03 ncamping pendampingan dan 100 Persen  |936.565.000,00 P gal tng 8 2.354.310.000,00
2 Asistensi asistensi Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan
Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |03 3'0 0001 |Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Memperkuat Reformasi
Coil Salom dan|Pengutn g | e
Daerah yang Dilakukan Kab. Bantul, DANA TRANSFER ’ L ’
Pendampingan dan 14 perangkat 9.125.000,00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 191.560.000,00 INSPEKTORAT
. . daerah Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Asistensi Urusan Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . . . .
Pemerintahan Daerah Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 |03 3.0 0002 |Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Memperkuat Reformasi
Jumlah Perangkat Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah
Do ang Dlioien S— b banl,[oaaensrer Bt eis e pada o, —
Jcampimsath, Perangsat 19.100.000,00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA P gai ting g 167.420.000,00
Asistensi, Verifikasi, daerah ’ Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan ’ DAERAH
. Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . ;i . .
dan Penilaian Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
Reformasi Birokrasi Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan
01 (03 3.0 0003 |Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
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Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan | Indikator Program / Target Akhir Real1§a51 Capaian Prioritas Perangkat
No Kode / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Period Capaian T: t RENJA Kelompok Daerah
BT . & & . v crioce RENJA OPD | 2'8¢ Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana . Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra OPD OPD Tahun Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Memperkuat Reformasi

Jumlah Kegiatan Politik, Hukum, dan Penguatan good- Pemerintah

b B, [pava v (e jgmemanee oo —

 va 36 Kegiatan  |879.640.000,00 Semua Kecamatan, |[UMUM-DANA P gat ting & 1.732.970.000,00

Verifikasi Pencegahan Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH

dan Pemberantasan Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah

Korupsi Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan
Penyeludupan

01 |03 3.0 0004 |Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Memperkuat Reformasi

st Prangia pole ko dan | Fenguton ond | Cemerna

Daerah yang Dilakukan Kab. Bantul, DANA TRANSFER ’ .. ’

Pendampingan, 16 perangkat 38.700.000,00 Semua Kecamatan, |UMUM-DANA Memperkuat berbagai tingkatan Perangkat 262.360.000,00 INSPEKTORAT

. . . . daerah Pencegahan dan Pemantapan Layanan Daerah dan DAERAH
Asistensi dan Verifikasi Semua Kel/Desa |ALOKASI UMUM . ] . .
Penegakan Integritas Pemberantasan Korupsi, |Public Berbasis Pemerintah
g g Narkoba, Judi dan Teknologi Informatika Kalurahan

Penyeludupan

JUMLAH

12.149.057.323,00

18.295.052.177,00
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BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten
Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun
2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul
Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.
Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar
evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun
2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi
tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

mako, M.Pd, M.M.Par

A8 hrhy
ma/Muda, IV /c
4 71993031003
A
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